ABSTRAK

Ahmad Farikhin, NIM 3210130003, Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia Oleh
Badan Pengelola Keuangan Haji, Upaya Menjaga Keberlanjutan Keuangan Haji
(Perspektif Maqasid al-Syari’ah).

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didirikan untuk memisahkan fungsi
pengelolaan keuangan haji dari Kementerian Agama dengan tugas utama mengelola
keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan
pertanggungjawaban dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,
meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan meningkatkan manfaat bagi
kemaslahatan umat Islam. Isu keberlanjutan keuangan haji menjadi penting mengingat
masa tunggu calon jamaah haji cukup panjang, kebijakan pendistribusian nilai manfaat
keuangan haji oleh BPKH saat ini dinilai tidak mendukung keberlanjutan sesuai masa
tunggu calon jamaah haji, terutama dalam menghadapi stress test dua kali penyelenggaraan
haji di tahun 2027, 2030 dan 2039.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) strategi BPKH dalam mengelola
keuangan haji, (2) pengembangan keuangan haji oleh BPKH, (3) pendistribusian nilai
manfaat dan keberlanjutan keuangan haji, (4) pengelolaan keuangan haji perspektif
magqdasid al-syari’ah, dan (5) implikasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terhadap
pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori maslahat sebagai grand theory, teori keadilan
dan teori manajemen strategik sebagai middle range theory dan teori investasi sebagai
applied theory guna menganalisis (1) strategi BPKH dalam mengelola keuangan haji, (2)
pengembangan keuangan haji oleh BPKH, (3) pendistribusian nilai manfaat dan
keberlanjutan keuangan haji, (4) pengelolaan keuangan haji perspektif magasid al-
syari’ah, dan (5) implikasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terhadap pengelolaan
keuangan haji di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis-kualitatif dengan sumber data diperoleh
dari penelitian lapangan, wawancara dan literatur kepustakaan. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitik.
Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Haji antara kurun waktu bulan Juli
sampai dengan bulan Desember 2024.

Hasil penelitian menemukan (1) Strategi BPKH dalam mengelola keuangan haji
dilakukan dengan membuat rencana strategis lima tahunan yang mencakup visi, misi dan
tujuan, rencana strategis, kerangka regulasi dan kelembagaan serta target kinerja dan
pengembangan keuangan haji, (2) pengembangan keuangan haji berdasarkan akad wakalah
dan wadi’ah, karakteristik dasar kedua akad tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama
pengelolaan keuangan haji yaitu investasi, (3) pendistribusian nilai manfaat belum
memenuhi prinsip proporsional berkeadilan yang mendukung keberlanjutan, (4)
pengelolaan keuangan haji telah mendekati magqasid al-syari’ah terutama klausul hifzu al-
mal dari potensi kerusakan dan berkurangnya nilai harta yang dikelola berdasarkan prinsip
syari’ah namun dari aspek pendistribusian nilai manfaat, ada catatan, dan (5) implikasi dari
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Haji, adalah pemisahan fungsi pengelolaan keuangan haji dari Kementerian Agama,
pengelolaan keuangan haji dikhususkan melalui perbankan syariah, pengelolaan keuangan
haji untuk investasi, kewenangan pendistribusian nilai manfaat olen BPKH.



ABSTRACT

Ahmad Farikhin, Student Number 3210130003, Hajj Financial Management in
Indonesia By The Hajj Financial Management Agency, An Effort To Maintain Hajj
Financial Sustainability (Maqasid al-SyarT’ah Perspektive).

The Hajj Financial Management Agency (BPKH) was established to separate the
function of managing hajj finances from the Ministry of Religion with the main task of
managing hajj finances which include receipts, development, expenditures and
accountability with the aim of improving the quality of hajj pilgrimage management,
increasing the rationality and efficiency of the use of Hajj Pilgrimage Management Costs
and increasing benefits for the welfare of Muslims. The issue of the sustainability of hajj
finances is important considering the waiting period for prospective hajj pilgrims is quite
long, the current policy of distributing hajj financial benefits is considered not supported
sustainability according to the waiting period for prospective hajj pilgrims, especially in
facing the stress test of two hajj implementations in 2027, 2030 and 2039.

This research aims to analyze (1) BPKH's strategy in managing Hajj finances, (2)
Hajj financial development by BPKH, (3) distribution of benefit value and sustainability
of hajj finances, (4) Hajj finance management from a magqdasid al-syari’ah perspective, and
(5) implications of the law Number 34 of 2014 on hajj financial management in Indonesia.

This research uses maslahat theory as the main theory, justice theory and strategic
management theory as an intermediate range theory and investment theory as an application
theory to analyze (1) BPKH's strategy in managing Hajj finances, (2) Hajj financial
development by BPKH, (3) distribution of benefit value and sustainability of hajj finances,
(4) Hajj finance management from a magasid al-syari’ah perspective, and (5) implications
of the law Number 34 of 2014 on hajj financial management in Indonesia.

This research is qualitative research with data sources obtained from field
research, interviews and library literature. The approach used in this study is an empirical
legal approach with a descriptive analytical method. The research was conducted at the
Hajj Financial Management Agency between July and December 2024.

The research results are (1) The'BPKH ‘strategy in managing hajj finances is
carried out by creating a five-year strategic plan that includes a vision, mission and
objectives, strategic plan, regulatory and institutional framework and performance and
development targets of hajj financial, (2) development of hajj finances based on wakalah
and wadt'ah contracts, the basic characteristics of the two contracts do not correspond to
the main objective of hajj financial management, namely investment, (3) the distribution
of benefit values has not fulfilled the principle of proportional justice that supports
sustainability, (4) Hajj financial management has approached the maqasid al-syari'ah,
especially the hifdzu al-mal clause from the potential for damage and reduction in the value
of assets managed based on sharia principles, but from the aspect of the distribution of
benefits, there are notes, and (5) the implications of the implementation of Law Number 34
of 2014 concerning Hajj Financial Management, are the separation of the function of hajj
financial management from the Ministry of Religion, management of hajj finances is
specifically through sharia banking, management of hajj finances for investment, authority
to distribute benefit values by BPKH.
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